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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sengiketa yang terijadi antara konsumen dengan PLN yaitu kenaikan tagihan rekening 

listrik, yaitu selisih stand meter yang jauh dari pemakaian rata-rata konsumen per tarif 

antara yang tercantum pada aplikasi PLN dengan dilokasi menjadikan faktor kali rupiah 

per kWh pada rekening konsumen mengalami kenaikan. Dua sisi yang menyebabkan 

terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik yaitu dari sisi PLN dan dari sisi konsumen. 

Kedua sisi inilah yang menyebabkan proses pembuatan dan penerbitan rekening listrik 

menjadi tidak maksimal, sehingga stand kWh meter menjadi kurang akurat yang 

kemudian berdampak pada terjadinya penumpukan angka stand meter, hingga 

terjadilah kenaikan tagihan rekening listrik. 

2.  Cara penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero) jika terjadi 

perselisihan yaitu di tempuh dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah 

pihak, kemudian penyelesaian dengan jalan pengadilan di tempuh apabila belum 

mencapai kesepakatan. Hal ini sesuai dengan cara penyelesaian sengketa yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 45 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). 

PLN sendiri, juga telah menyediakan media-media untuk melaporkan apabila 

konsumen merasa adanya kenaikan tagihan rekening listrik atau pengaduan lainnya 

yang berhubungan dengan PLN. Upaya penyelesaiannya pun telah di terapkan di PLN, 

seperti memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan angsuran.  

B. Saran  
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1. PT PLN (Persero) terkhusus Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ampenan sebagai ULP 

yang membawahi wilayah kerja perkotaan, hendaknya lebih mengupayakan sosialisasi 

terutama terkait layanan informasi serta mekanisme dalam membuat pengajuan yang 

berhubungan dengan koreksi rekening listrik, sehingga konsumen lebih memahami hak 

dan kewajiban serta apa saja yang diperbolehkan dan dilarang bagi konsumen dalam 

penggunaan listrik pascabayar/prabayar. 

2. Diharapkan kepada konsumen pengguna jasa listrik pascabayar/prabayar agar lebih aktif 

dalam mencari informasi terkati hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat 

menghindari kemungkinan yang akan menyebabkan adanya pihak yang dirugikan, 

termasuk merugikan konsumen sendiri. 
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3. Diharapkan PLN dapat memberikan kebijakan kepada konsumen, terlebih kepada 

konsumen dengan ekonomi menengah kebawah untuk melakukan angsuran lebih dari 

12 (dua belas) kali angsuran agar bisa lebih meringankan konsumen. 

4. Konsumen disarankan untuk beralih menggunakan token listrik (prabayar) untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan tagihan rekening listrik diakibatkan 

beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, karena dengan penggunaan meter 

prabayar, konsumen dapat mengontrol sendiri pemakaian listriknya. 
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